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TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEJAKSAAN REPUELIK INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 — 2019 perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019;
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Mengingat 1.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 lentang

Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286];

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun



14,

11.

12,

2004 Nomer &7, Tambahan Lembaran Negara Normor
_4_4[]1};

Undang-Undang MNomar 17 Tohun 2007 Tentang
Rencana Pembanpunan Jangka Panjang Nasienzl Tahun
20085 — 2025 [Lemearan Negam Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Locmbaran Megara
Republilk Indoncsia Nomor 4700];

PeratUran Presiden Nomor' 38 Tahun 2010 Tentzng
Orgetisasi dan Tata Kerja Kejaksaen Republik Indanesia;
Feraturan Presiden Nomor 831 Tabun 2000 Tentang

" Grand Desipn Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturann  Presiden Notmor 2 Tehun 2015 Tentang
Renrana TDembangunan Jangka Mcnengah Nasional
Tahun 2015 - 201,

Peratuiran  Jaksa Apunog Nu:urﬁu:rr :  PCR -
DOSFAFJA/O)/2011  tangpal 24 Junuari 2011 Tentang
Crganisasi dan Tats Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
aﬂba,gﬂ:imana' tclal ciubah dengan Peratiran .Jaksa
Agung Nomor @ PER = O06/AfJAS01/2014  tentang
Perubahan atas Permiuran Jaksa Agung Momors @ FER -
009/ ALIAS01 /2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Fepublil Indoneyta,

Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrast Nomor 14 tahun 2014 tencang
Pedoman Evaluasi  Reformasi Birckeasi  [nstans]
Pemerintah,

Peraturan Menteri Mendayagunuan Aparatur Negara dan
Relarmasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road
Map Reformiasi Birokrasi 2015 - 2018;

Peraturan Jaksa  Agung  Nomor ; FER -
OI0/AfTASOG/2015  fanggel 15 WJuni 2003 Tentang
Rencang Sirategis Kejaksaan Republile Inderesia;
Keputlusar Jalss, Agung | Momor . KEP-
017/A/0.4/01/20156 'Tentang  Pembentuken — Tim
Penpatal  Reformasi  Birclerasi  Kejalisaan Republik

Ihdoncsia Tahun 2016;
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Menetapkan

13. Keputusatt Jaksa AFUINE Nomor b KEP-
QIB/ASLA/DL2016  Teatang IPcmbentukan Tim
Kelmnpok Kerjn  Pomyrusunan Road Map Reformasi’
Barolrasi Kejaksaan Republilk Indanesia Tahun 20156 -
2019,

MEMUTUSKALN :
FERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  INDONESIA
TENTANG ROAD MAF REFORMASI BIROKRAS] KEJAKSAAN
REPUTLIE TNDONESTA TAHUN 2015 - 2019.

Pagal 1
(1) Road Map Relorrmasi Birokvasi Kejaksasn Republik
Indonesin adaeh dekumen rencane keda rine yang
menginteprasikan selurtth rencana dan program serta
kepintan Reformasi  Rirokrasi  Hejakssan  Republik
Indonesia dalam rentang  wakfu 201053 - 2018
secbagaimana  tereaptum  dalam Lampiran ~ dan
merupa];:an bagian yang tidalk terpisahkan  delat
Peraturen ini;
(2] Roaod Mop sebagaimane ayai (1) selanjuinya discbut
Road Map Rcformasi Birokresi Kejaksaan Republik
Indonesia tahun 2015 - 2019,

Fasal 4 _
Rond Mop Reformasi Birokrasi sebapaimana dalam Pasal |
berlalou sebupsi pabduan dalam melaksanakan penyusunan
dan evalumsi pelaksanaan program, kebijakan den kcgiatan
Reformasi  Birokrasi di  linglungan  Kejaksasn Republic
Indanesia Tehun 2015 - 2019

Pasal 3
Sctiap satuan kerja Keleksaan di pusat maupun di daerah
melaksanakan program © Reformasi  Birckrasi  Kejaksaan
Republik Indonesia berdasathan Rood Map Reformasi
Birokrasi Kejaksuan Republik [ndonesia Tahun 2015 - 2019,
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Paanl 4
Dengan Dberlakunya Kepulussn Jaksa . Apung ini, maka
Eeputusan Jakoss Apung RI Nomaor | KEP-066,/A/.0A/04/2012
Tentang Fenetapan Dokumen Usulan dan  Road Mop
Reformasi Hitokrasi Kefaksman Republik Indonesia Tahun
2010 - 2014 dicabirt dan dinyatakan tidak berlaloa.

Pasal 3
Peraturan Jaksa Agunie ini mulai berlaku pada fanég.a!
diundanglean.



Agar  setiap orang mengetahlinve,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Jaksz  Agung  ini dengan
penempatannya dalam Berily Negara Republik Indeonesia.

Dritetapkan i Jakarta
pada tangeal 26 Maret 2016
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LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUELIK INCHONESLA
NOMOR : FER - D047 A 7 JA/ 03 20110

TENTANG

ROAD AP FEFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN
REPUELIK INDONESA TAIIN 2015 — 20149,

BAB I
PENDAHLULLUIAN

A, PENGANTAR

Birokrasi pemerintzh menupakean salah satu elemen penting dulam
upaya mencapdl tujuan nasional, baik yang secara fundamental tclah
diirvatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1915 maupun yang
gerata instrumental dinyetalan dalam Rencans Pembangunan Jungka
Panjang Masional (RPJPN) Tahun 2003-2025 dan Rencana Pembuanglnan
Junpha Menengah Nasional (RPJMN) Tehun 2015-2019, Birckrasi
pemerintah  menjelankan peran  regulasi, stabilisasi, dan distribusi

kckagraan reegara. _
Dulam EPJMM tabun 2015-2019 telah ditetapkon bahwa agenda

kedua pembangunan  pasions]  yang  disusun schagen penjabaran

pperasional darl Mawacita adalah membangnn tata kclola pernerinlatian

vang beraih, efektif, demokratis, dan terpercaya yong meligaiti sub apenda |

pricritas sebagai berikouf:

1. melanjutkan kensclidusi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik; - _

2. meningkatkan peranan dan leeterwakilan perempusn dalam politik dan
pembangunan, ' _ '

3. membangun transparunsi dan altabilitas kinerja pemerinteab; dan

4, memnyempurnakean dan m&ninglmﬂ-:m kualitas Reformasi Birokrast
Nasiunal (REN} dan

F., meningkatkin partisipasi publik dalam proses pengambilan kehijakan
plblik.

Hal ini menutjukkan bahwa membangun {ransparansi  dan
akuniabilitus kincda pemerintah dan petyantpurns=dn Serta peningkatar
kualitus Hoformasi Pirokrasi Nasional (RPN) menjadi perhatian SCriuy.
Dalam lezitan ini peran Kejuksaan RI schagal salab satu aparat penegak
hubum  ditontut uniuk  dapat  berperan  aklif dulam mewnjudkan

pencapaian agenda terschut,



Terhilunyg  =ejak tahun 2015, maka  perjalanan pcl.al-tsanaa.u
Reformasi Biroloasi [RB) Kejaltsaan Rl telah berjalan [ebibh dari ¥ (tujuh]
thun sejak pertamea kali diluncurkan pada lanpgal 18 September 2008,
Kemudian dalam rangks penyempurnaan Pelaksanaan RE di Kejaksaan R
dalam kurun walkt 2010-2014 (elah diterbitkan Keputusan Jaksa F;.gung
Nomar : KEP-Q66/AFJA/Q4 /2012 tentang Penetapan Dokumen Usudan dan
' Ropd Map Reformusi Birokrasi Kejaktsaan Republik Tndimesia Tahun 2010
C— 204 Pen}"l_isunan Road Mup RB terscbut merupakan bentuk komitmen
dalam mendukung agetida nasional EY dengun sasaran meaajudkan
birckrasi Kcjaksaan BRI yang hersih, alkuntabel, efekdf dan clisen, serea
_ memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sejalan dengan agendy RBN yekni membanglun transparansi dan
olountabilitas  kineda  pemerntzh dan menyempurnakan o seria
meninghatkan kualites pelaksanasn RE di Kejuksaan R selaligus ik
memetiiihi amanat deri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomer 11 Tahun 2015 tentang Rowd Map
Reformasi Birokrasi tehun 2015-2019 yung hariis dilaksanakan oleh setiap
Kemnenterian/ L&mbagﬁ, maka perlu disusun Roud Map Reformas] Birokrasi
 Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 yang memgact pada Undang-Undang

Nomor 17 Talmn 2007 ientang Rencana Pembangunan -Janigka Panjang
Nasiondl [RPJIPH] Tahun 2005-2025, Peruluran Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tenlang Kencana Pembengunan Jaogla Menergah Nasional {REJMI]
Tahun 2015-2010, Peraturan Presiden Nomer 81 Tahun 2010 teatany
Grand Design Reformast Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Gmnd Destgh
Reformas: RBirclorasi Kejaksaan Tahuo 2010-2035 serta Perqturan Jaksa
Agung Nomor | PER-GIO/ASIA J0G/2015  tentang  Rencana Stralepis

Kojaksaan R Tahun 20152019,

Tugas dan Wewenang Kejaksasn Kl
Kojakuwan Rl adalah lembaga pemerintahan yang melalsanakan

kekuasaan nogara di hidang penuntuten serta kewenangan laim
berdasatkan undangimdsng. Berdasarkan Pasgl 30 Undang-UUndang
Momur 16 Twhun 200 tentang lkojalesaan, ugas dan  Wowenang
Kejaksaan terbagi menjadi Brlang Piduna, Ferdale den Tata Usahe
Negara serta Bidang Keterdban dan Kctenbraman Urnuam.

Di Bidang Pidanha, Kejaksaan memilikd tugas peounltatan selomlh
tindak pidana yang terjadi serla herada di poros dan menjadi Alter
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antara proscs penyidikan dan proscs penicriksaan pcrmdangan serta
Juga schagmi pelakzana penctapan halom dan putusan peogadilan yang
telah berkeluatan  hukum Telap, wehinges  Kejaksaso  taerdpekan
lernbapa yvang dapat menentukan apaleah perkara dapat dimjukan ke
peugadilan atewn tidak berdasarkan pada bultd yang sah monorut

Hulkum Acara Pidana.

Selain iln, Kejeksaan juga mengemban tugas uniuk melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain Tindak Pidana
Korupsi schbagaimana dianar dalam Undanpg-Undang Noter 31 Tahun
1999 jo Undé.ng- Undang Noinor 20 Tahun 2001 rentang Pemberantasan
Tindalk Pidana Korupsi, Pelangparan HAM yunpg Herat sehagaimana
tliwiizr dalam Undang-Thdang Nomor 260 Tabun 2000 tcntang
Pengadilan Fak Asasi Manusia den Tindal Pidana Pencucian Uang
vang tindal pidana asalnyu adalab tindak pidana Eorupsi, sehagaimana
Cdiatar  dwlam  Undanpg-Undang ‘Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Fang.

Di Bidang Perdaty odun Tata Usaha Megara, Kejoksasn dengan
lasa khusus dapat bertindak baik di dalon wavpun di loar
pengadilan untuk dan atas mama negara atau pemetintah melipoo
penegakan  bukum, bantuan  hukum, pertimbangan hukum  dan
tnhdakan hulum lain kepada Negara utau  pemerintab, melipaati
Lembage/Badan MNegara, Lewibaga/Mnstansi Pemerintah Pusat dano
Daerah, Hadan Usaha Milik Wegara/Dacreh untuk menyelamatkan,

memuliblan lekayaan Negara dan memberikan pelayanan hulam
kepada musyacakat.

Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turnt
menyelengrarakan legiatun peninél-:atan kegadarsm  hukum
masvarakat, pengamanan kebijukan pencgalan hulum, pengewasan
peredaran barang cetakem, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membatiayakan masyarakat dan negara, pencegahan pernyalahgiinaan
dan/atau penodaan agama, penelitian dan peogembargan hukum secta
statistik ktiminal.

. Wisi dun Misi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019

Dari  kessluruhban  polaksanaan tagas  dan WEweTIRnNg
sebapaimana diuraikan di atas, Kejaksaan RI beripaya unluk mencapéas
visinya yakni "MENJAD! LEMBAG:] PENEGAK HURUB YANG MODERN,
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN ARUNTABEL DALAW



MEWIAUDKAN SUPREMASI HURUM DI INDONESIA™. Adspun dalum
cangka tnewajudlian visi terscbut, maka Kefalksaan Rl memiliki misi
aebmeai beriloat:

1} Meninghatkan pelaksanazn Jungsi Kejakssan BT dalam pelaksanaan
tugas dan wowenang, bdaik delam gegi kupalitas dan luantitas
penanpsnan perkara sehunih Hodak pidana, penanganan perkara
Perdula dan Tata Usaha Negara, serta menioghkalkan kegiatan
Intelij=n  penegakan hukum  secarn  modeen,  berintegritas,
profesional dan akuntabel yang berlandaskan krvadilan, kebenaran
serta nilai-nilei keparmtan dalam rangky penepakan hubom;

2) Mewjudkaﬁ peran Kejaksean RI dalam hubungan Internasional,
kerjasarma hukum, dan penyelesaian perkara linitas negara;

3] Mewnjudkan aparatur Kgjaksaan RU yung modern, berintegritas,
profesional dan almintabel puna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pokok, fungsi dan wewenang, torutwos dalam upaya
penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya;

4} Mclaksapakdn pembsneban dan  pepelagn kembali  steuldur
orpuiigasi Kejakswun R, pembenshan  informasi  manejemen
terutama mengimplementasikan program guick wins agar dapat
scgers. diakses masyarakat, penyusunat cetak biru (friuepreivd)
pembangunan aparatur Kejaksaan Rl jangka inenengah dan janghke
panjang Lahun 2025, menertibkan dan mepata kembali manajemen
kenangan, «an peningkaten sarana dan  prasamna o serta
pptimalisasi penerapan Teknologl Informas] (TT),

5] Meningkalkan Reformasi Dirokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Ri
yaig bersih den bebas KEN melalui reformasi mental dalam

peleksanaan tugas dan wewenang,

Organisasi Krjaksaan RI

Orpunizasi Kejaksaan RI Berdazarkan Undang-Undang Nomor 16
Talwm 2004 tentang Kejaksaan RI terdirl dari Kejaksaan Apgung yang
beriedudultan di [bulkota Nepura Republils Indonesia dan dacrah
hukumnya meliputi wilayah keknasaan nogara Republik Indonesia,
Kejaksaan Tinggi berkedudukan di [bukora Prowinsi dan deerahb
hukumnya meliputi  wilayah Provinsi dan  Hejuksaan Negeri
herkedudukan di Ibukota Kabupaten/Eata yang daerah huknmnya
meliputi dasrah EaubupatenfKota scrte dalam hal tertentul dibentink:

puls Clabang Kejaksaan Negeri di wilayah Kecamatan.
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Struktur erganisasi Kejaksaan RI berdasarkan Perattiran Presiden
MNomor 38 ‘Taiun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerfo Hejokeaan RI
seba.gaimané. dianar dalam Peratiran .Jaksa Apung Republik Indonesia
Nomor : PER - GD9/ASJAF01/201] tanggal 24 Januari 2011 tentang |
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Rl sebagaimena telah diubah
dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER ~ 006/ JAS03/2014
temtanp Perubaban 2fas Peraturan odakss Agung Nomer @ PER -
O09SA L TAJO1/201) tentang Ovganisasl dan Tata Kerju Hejak=aan
Republik In dancsia adalah scbagai berikut:

STAUYKTUR CGROAH|EAS] KEJAREAAN FI

b

Dari strukhir organisast fersebut, jumlab seluruh satuan kerja

Kejaksaan RI di daerah aampal tahun 2015 yakm sehanyak 31 [tiga

puluh  satul Kejaksaan Tinpei, 419 (empat ratus sembilan  belas)

Kcjaksaan Negeri, dun 65 [enam putuh Jima) Cabang Kcjuksaan Negeri,
scrta 3 (tigr) Perwakilan di KBRI Bunpkok, KBRI 1longhong, dan KERI

Riyadh.
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B. CAPAIAN PELAKSAMNAAN REEFORMASI BIRODEREASI (RB) TAHLUN 2010-2014

Scrara umum, pclaksanaan RE Ucaksasn HI Tahun 2010-2074
mendasarkan pade Keputussn Jelksa Agung RI MNomor @ KEP-
Qeh /A LTA DL F2012 tentatyy Penetapan Dolvisen Usulan dan Rood Mop
Reformasi THirokrast Kejalsann K1 Tahun 010-2014. ‘lerkait dengan
pencapaian RE Eejuksaan BT dapat dibnjen dari hasil program Penilaian
Mandiri Polakzansan Relormazasi Rivokrasi (PMPRB] Kejaksaan RI tahun
2013 yang mencapai 7{,33 persen, Hal tersebut bermaling Kejaksaan telah
menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagaian besar tanget

hesar yang relevan terpenubi.

Pengakuan atas kcberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kejaksaan RI dapat ddilibat dari pencapaian Wajur Tanpa Pengecusban
WTE) dari BPK-RI untuk laporan keuangan Eecfaksaan sgjuk Llahun 2013
hingga tabun 214 serta pada katin 20012 mendapat peringkat Ke-8 untuk
pengelolann twebgite Kejaksaan Rl.menurut versi Sekretariat Negara, Selamn
i1, dulam hal keterbukaan informasi publik, pada tahun 2010 Kejaksaan
R] mencrima penghargaan dael Komisi Informasi Pusat (KIF) dengan
peringlkat 8 dari 10 badun publik, kemudian pada tahun 2013 naik snenjadi
peringkat 5.

Adapun hasil cupmiannya sccara rinci yang melipud 8 {delapa) area

perubahun dengan wraian sebagai berikut:

1. Penataan Manajemen Perubabar
Aspek Manajcmen Perubshan merupakan sulaly sata  moter
pl'anggerak itk melakukan pemi:ahan-peruhahan di Eejaksaon RI
apar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan yang dicita-citakan,
salah satfinya adalah merubah pola pikic dilzyani menjadi melayani.
Adapun dalam area perubaban ini, capatan yang telah dilakulkan anl'qrél.
lain :
llj Tertentulmya Tim Manajemen Perubahan melalul Keputusan Jakua
Amung BRI Nomor ; KEP-051 fAAJA OS5,/ 2009 tentang Pembentulkan
Tim Manajerncn Perubaban Kejaksaan RI yang ditindakianjut
dengan beberapa bal antars Jain:
-  Mendorong polaksanaan RE di Kejaksasn Rl
Mernjalanksn program sosialisasi RB pada tabun 2011-2012 dan

[ntermalisasi Program Reforrnasi Birokrasi Kejakaaan KL di

seliruh Kejaksaan Tinggl di Indonesia sepanjang periode tahun
0010-2014 dengan melalmbkan scrangkaian sosialisasi program
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2010-2014 dedpan melakukan seranphamn sosiallsasl program
Refurmasi Birokrasi tidale haoya di kantor puzat Kejalsoan
Agung, totapi fuga meliput 31 (Bea putub san] Kejaksnan Tingg
di Indomesia.

—  Melaksanakan taoatfdizkusi Tim Manajemen Perubahan untuk
pembahasan program pelaksanaan KB d Kejaksaon RI yang
dipimpin ol¢h Wakil Jaksa Agung selakn Ketua Tim Pengarah
Reformasi Birokrasl Kejalkeaan RI

—  mMemyusan tunjangan kinerja pegawal Kejaksaan berdusarlan
peringliat jabatan.

Terhf_znmknjra Tim Manajenren Perubahan den Evabuasi Refortoam

Bitokrasi Kejaksaan Rl inclalui Keputusan Wakil Jaksa Asung

Nomor : KEP-1-001/8/ WJIA/O1/2012 tengeal 31 Januari 2013

teptang Pembentulan Tim Manajemen Perubahen dan Ewvaluasi

Reformasi Birokrasi Kejaksaan Rl Tahun 2012, guns menjalankan

programm  monitering  dan evaluasi tohun  2013-30)4, yang

ditindaklanjuti dengan melakukan Motitering dan  Fealuas
pelaksaraan RB pada 20 Kejaksaan Ting.

Pengembangan  wsirategl  kamumkas] KB Kejaksasm BRI melalo

keherh:isilan peryusunan:

Dokurmen  Strategi  Manajemen Perubahan sesual  Poralutan
Memteri  Pendayapunaan  Aporalor Negara  dan Reforimani
Birskrasi Nuemor 53 Tahun 2011 tentang tedoman Penjaminan
Kualitas (Duality Assuranes) dao Pedoman Mopnitoring dan
Evgluasi Reformasi  Birokrasi. Dokumen tersebut  memuat
tentang rencana sivalcgls, rencana tindak, metodolog setla
monitoripg den evaluasi pelaksanean reformast birokrasi di

Kejalesaan Rl
Dokimen Stratepl Komunikasi RE Kejaksaan Rl Tahun 2014,

Terbilnya I*craiuran Juksa Agung Rl Nomer @ PEE-

011/A4JAFD1/2010 tentang Rencana Stratepis Kejaksaan R Tahun

210-2014.
Bengesahan petunjuk teknis implementasi Perafuran Pernerintats

Nomor 53 Tehun 2010 tentang Disiplin Pegaweal Negeri Sipil, melalui

pembentukan:
_  Peraturan .Jakss Agung Rl Momor - PER-GL14/AfJAf 11/2012

tentang Kode Perilaku Jalsa,
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— Perataran .Jaksa Apung Kl Nomor @ PER-00G0A8JA]OT F200F
tenitang Standar Minimum Protesi Joaksa

Bupl organisazi Kejaksaan BRI, pertlalm Jdaksa merepakan wagahb
lembaga Kcjaksaan. (leb karena iba, perilabu Jaksa akan sangat
mempengarihi  persepsi publik terhadap  Kejaksaen 120 secam
LI,

Mengikuli diklal penpisian Penilaian Mandin Pelaksanaan Keformasi
Birokrasl [PMPRE) vang dindakan sleh Menpan RE

Terlaltsonanya Workshop Envistoning dan Manejemen Pertilwahan
pada tahun 2012 hepl Pejabat Eselun [ dan Pejabat Eselon 1T di
lingkurgan Kojaksaan RI, vang bertujusn untulk meninghkatlan
komitmen melaksanokan perubaban/reformast serta menp.ilbah
perilaku.

Terlaksananya koordinasi cdengan  Kementeriao PAN den R,
Bappenas dan Mahkamah Agung untul pelaksanaan Relormasi

Birolkrast.

-Melakukan kerjasamaz dengan Tin HKementerian PAN dan R, BEN

dan Eementerian Keouangan upiuk validasi greding tunjungan
kinerja pegawai kejaksaan Rl

10y Mengikuli tapat-rapat pada instansi-instunsi baik di Pusat maupun

dacrah t&r}tﬂit‘pci&ksanaan RE.

Pcniataan Proaluran Penandang-undangsan.

Pencapaian Kejaksaan I dalam aren perubahan ol ditujukan

agur thapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perattiran perundang-
undangan yang dikeluarkan Kejaksaan RL  Adapun dalam area
peritbahan ini, capaian yang telah dilakukan antara lain:

1}

3}

Pemeisant  peraturan  perundang-undangan  Internal Kejaksnan
melahi implementasi Jarinpan Dokelrnen Informaal Hukam [FDIH)
pada SIMEARL

Petyusunan desain penghkajian (research cdesign) dengan melode
Reguiatory Impuct Analiysis (RIA]

Terbemtuknya Tim Teknis Regulasi dan Deregulasi Peraturan
Pcr@ndang-Undangan di Kejaksaan Republik Tndonesia yang terdiri
dati Bire Fukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa AEURE
Muda Pembinaan dengan Tio Asistensi RB Hejoksaan Kl



3.

4

3]

)

7

Bl

- 14 -

Terbitn:;ra Peratwran Jaksa  Apong EI Nomwor 00 FPER-
DOSFASTASOSF201D tentang Tata Carg Pﬁn}usuﬁan Peraturan
Kejaksaan Rl

Fendokumentasian himpunean peraturan Bidang Kepegawaian di
[inglkungan Keaksaan RL

Penyusunan bibhuprsafi peraturan  perundangan-undanjman yang
herkaitan dengan Kejaksaat:,

Pombuatun pusat data peraturan perundangundangan berbasis
teknologi informasi vang dapar diakses publik mpelatni penyedizan
kanal pada situs www. kejaksaan . po.ad.

Membangun pusat data Peraturan Kejaksuan RI berdasarkan aistem

on-line;, sehingga mermungkinkan pegawal Kejakesaan RI untuk

mengakeses peraitlran peraturan dimanepun berzda.

Penataan dan Pooguatan Orgsanisssi

Program ini bertyjuan  untuk - meningkatkan efisicnsi dan

efelctivitas organisasi Kejaksasn secara preporsionat scuual dengan

kcbuluhan  pelabsanaan  fgas masing-masing, sehingzga Krjuksan
menjadi topat fungsl dan tepat ukursn {right sizing. Adapun dalam arca
perubahan inl, capaian yang telah dilalukan antara lain

1

Melulkulkan Evaluasi Kinerfa tahun 2009 deppen tojusn itk
ynengetahi kondisi objektil kinerja Kejaksaan R dalam PETErapan
berbagai prinsip. Selain itu, program inf juga berfungsi untuk
mengulkur pencapaian hasil-hasil kerja preamisasi serts peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan organisesi Kcfaksaan.
Adapun vang menjad] ukarran Penilaian pada progras ini adalah :

- Aspek Organisasi; .

- Aspek kepocmimpinan;

- Aspck Perencanaan Einetja;

- Aspck Manajemen S50i;

- Aspek Penpangpuratl,

- Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi Kinerga;

- Aszpck Manajcmen Proses; '

Penyusithan Profil Kejaksaan RI tahun 2025 yang dilakikan melului
ptoses dan  tehapat  studi mendalam  yang  meliputl  stdi
kepustakaan, studi lapungen, siudi banding luar negezi, dan diskusi
kelompok terarah (fecus group discnssion) sejak Agustus 2008, Profl
Kejaksaan Kl tahun 2025 merupakan sebuah dolumen pandian
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unluk mengpambarkan bondisi Kepksasn RI masa depan, yang di

antaranya memuak tentang:

- Diapnosiik aras permasalahan dan sumber permaselaban yat
dihadapi Kefaksaan acleems inl
Kelromendasi tekniz untuk memperbaikinys, strategd legiatan
dan Eai;apan kerja, serls  kersnopks  wakta  pelaksanaan
pefcapaian.

-  Indikator-oruedikabor vang dapat dipunakan gune  mengolooy
keberhasilan pelaksanaan rekomendasi dan keranghksa acudan.
Penvusuinan dokumen Cetale Rirg Hujaksaan Rl yang disosun
berdasarkan hasil evaluzsi lineria 2009 dan profil Kejaksasn 2025.
Sehingpa melatui dobumen ini, dapat dilakukan identifilcasi dan
analisis Kesenjangan (gap) antara kondisi saal iof dan kebutuhan
mesa depan dalam suatu perencanaan yaog statemik dan ecarab

serta dijjalankan pada suatil peta jalan [roed rop).

Dilakukannye analisa jabatan, evaluasi jabutan dan remuncrasi
dengan melibatkan Koresultan independen yakni Hay CGroup. Selain
itu, dilakukan analsis beban kerja yang dilakulan olch Tim Ehusus
yang terditi dar Tom Kensullan dan Tim Kegjalsaan Agung dengan
melaluikan  kunjungan ke beherapa kantor Kejaksaan Tinggh
Kejoksaan Negeri don Cabang Hejakesan Negerl di daerah- dacral:
yung menjadi ares pengambilan data sampel. '
Penerbitan =~ Peraturan  Jaksa.  Agung  Nomor @ PEKR-
009/ JA/Af01/2011 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kejaksaan
Repﬁblih Indrnesia dengan mendasarkan pada lata Kerja Kejalksaan
Rl berdasarkan prinsip steuktur organisasi yang tepat lungsi dan
tepat ukuran (right signg) dengan memiokuskan pada pada
optimalisasi langsi utama dan fungsi Jain yang dibutehlkan denpan
progaturan kewenangan Yang lebih tegas, Dimsna berdasarkan
Peratutan Jaksa Agung  lersebut, Kejaksaan  telab mclalolan
perampingan terhadap 3.731 jabatan yang meliputi penghapusan
jabatan Fselon IV teknis di pusat dan Esclon ¥ telenis i daerah.
Fermbentikan Unit Layanan Pengadean (ULP] Barang dan .Jasa
Pemcrntah di lingkunpan Kejakssan berdasarkan Peraturan Jaksa
Agung Nomoir : PER-001/ASfTAS01/2014, Dengan ditindaklanjuti
de;ng.a_.u penyiapan dan prlaksanaan e-Fromurement melulii:

—  Pelatihan bagi staf pada ULF.
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- Penyusunan Peraturan  Jaksa Agpung Nemor 0 PER-
GO A JASD /2004 tentang  Layanon Pengadaan  secata
Elaktronik di Lingkungna Kejaksaan Agung RI.

-  Penylapan infrasiruliur e-Procurement,

—  Peluncuran layanan pengadaan secara clektrenik di Linglaingan
Kejaksaan Agung Rl

lembentukan Puesat Pemulihan Aser melalal penerbitan Perabaran
Jaksu Apung Nomor @ PER-006/A/JAS3/20] 4 Tentang Perubahan
atas Perwliiran Jaksa Aging Momeor @ DOG/AFJAFOLF201] tentang
Orgunisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R Hal tersebut merupaiatt
upaya Kejaksaan Rl dalem rangksp menangani dan mengantisipas
perkembatigan penanganan dan peoyelesaian perkara terkail harta
benda, Kejuksaan perhl melakukan tindakan penyelamatan dan
petnulihan aset scjak dini, sccara afektif, efisien, transparan dan
akuntabe] uotuk menpembalikan azet kojahalan kepada lorban dan
atan Mepatra.

Pernbentikan  satuan  kerja Kejaksaan MNegerl bam  maupuin

peningkatan dari Cabang, Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan

Meger, gurna menyesusikan dengan Pemetintahatt Daersh serta

memberiltan pelaydnan kepada masyarakat secarn Ianpgsung, Selain

itu, dibentuk beberapa atase hulkum di luar neperi scbagai upaya

Kcjaksaan RI unfirk icut menghadirkan dukungan kepada kedulaan

Berar RI di luar negert.

Penataan Tata Laksana

Progtam imi bertujuan untuk meningkatkan  efsiensi dan

efeklivitas sistern, proses dan prosedur kera yang jelas dan terukur
pads masing-masing sataan kerja di Kefaksaan, Adapun dalam area

perubahan ini, capaian yang telal dilabnaltan antara lain:

1]

2]

Pemetaan proses Ko [bBusiness process) di lingkungan Kejalksaan

Ri, yang ditindaklanjutl dengan pemetaan Indikator Kerja Utama

{IKU} dan schogul basis penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja

Unit {(1BKLT).

FPergrusunatt Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-

masing hirlang maupun satusn kerje, antara lain yeloni:

. Penerbitan Peraturan .Jakse Apung tentany S0P Kerjasuma antar
Bidang dalam Penanganan Perlara di Hejuksaan R1.
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Fenerbitan  Peraturan  Jaksa Apgunp  Nomor @ FER-
OLOFASIASDDF2012 tenlang S0P pada Jalsa Apung Muda
Pemlinaan,
Penerbitan  Peraluran Jeksa Apung  Nomor @ PER-
037 ASIASND/20]1] tentang BOP Intclijon Ecfaksaan Republile
[ndonesia. Selain itn, diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor
PERE-G24 /A ATA/DR /2014 tentang Administrasi  Intelijen
Kejrksaan Republik Indoncsia, '
Fenerbitan Persturan  Jaksa  Aguang Nomor @ FER
Q20 AL IS T02010 tentang Tats Kelola Adminustras: dan Teknis
Penanganan Perkara Tindalk Fidans Bhusus sebapaimana telah

diubah dengan Peraturan  Jaksa  Agung Nomeor : PRER-
D17 fASTASO7 [2014,
Penierbitann  Poraturan  Jaksa  Agung  Nomor :  PER

036/ASIAJOW/2011 tentang SOP Pepanganan Perkeaws Tindak
Pidana Urnuo. '

Panerbitan  Peraturan Jaksa  Agung  Homor 0 PRER-
Qan/af A 1072010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsl
dar Wewenang Perdata dan Tata Ussha Negara, Selain ifu,
diterbitkan  Peraiuran  Jaksa Agung Nomor @00 PER
NIS/A/IASO7/2014 tentang SOP peda Jaksa Agung Muda
I'crdata dan Tata-Uaaha Nepara,

Pencrbitann  Peratursn  Jaksa  Agung  Nomor o PER-
010/ASJA S 10/ 2014 tentang S0P Penelusuran Aset.

Penerbitan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomeor @ PER-
046/ALIA12/2011  temlang S0P Terintegrasi  dalam
Penansanan Perkar di Lingkongan Kejaksasn L

Penyusunan pedomat mekanisme kena antara lain:

Penerbiton  Peramiran Jaksa  Apung  Nomeor @ FEK-
020/ ASJA 082014 Potunjul Pelaksanaan Penyelesuian Uang
Fenppatti yang diputus  Pengadifan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahur 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidunn Korpsi.

Peperbitan  Peraturan Jaksa  Apamg Nomor @ PER-

027 ASIAS 1072014 tentang Pedoman Pemnulihan Asel.
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— Penerbitan  Perataran Jaksa Agung Nemor @ PER-
028 MALTAS 102314 tentang Pedomon Penanganan  Perkava
Pidane dengan Bubjek Hukum Korporasi

Penyusunan petunjuk pelaksanaan (uklak] SOP pelaksansan dan

perpelolaan anggaran di masing-mesing Hdang yvair!

- JJuklak Nomor : @2/E/WS2/10/2011 tangeal 135 Oktober 201)
tentang SCOP Pelaksanaan dun Peogelolaan Anggaran Jakss
Apung Muda Tinduk Pidana Umumn.

Juklak Womar - T1/FFFIPS 112011 tanggal L8 Nopember 2011
tcotang S0P Iclaksansan dan Pengelolaan Anggaran Julkeu
Apung Muda Tindak Fidana Ehusus.

—  Juklal Nomer : 004/G/G3.2/12/2011 tanggal 23 Desember
2011 tenlang S0F Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggatan Jaksa
Apung WMuxla Perdats dan Tata Usaha Negara,

iandarisasi dan  Lkajism ulang ataes S0P pada  heseluruhan

bidang/badan di [lipgkungan  Kejsbsuan Repuhlik  Indoncsia

sehingpa selaras dengsn hasil pemetaan proscs Lerja sckalipus
sesual dengan pedomen baru penyusunan SOF vang dikeluarkan

sleh Hementerian PAN -EB pade tahun 202,

Penalaan Sistcm Manajemern Aparaly

I'rogram  ini bertujuan uniuk meningkathan profcsionalisme

Sumber Daya Manosia (SDM) Kejaksaan, dengan mengingal aspek
manajemen S0M merupakan saluh satu pilar pemhbenahan dalant
Reformasi Birokrasi, Adapun dalam sres perubshan ini, cgpaian yang

telah dilakokan antara lain:

L)

2

2]

4

5}

Penerhitan Peraturan Jaksa Agung Nomor @ 049/AfJAf12/2011

tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejsksaan Rl
Tersusunnye dokumen standar kompetensi jabatan untuk jabatao

Esclon 10 don 11
Tarsusuniaya dolumen peta profil kompelensi untuk jabatan Esclon

1Y dan T1.

Pelaksangan Asesmen ¥Kompetensi bagl Pgjabat Eselon 11, dan 1T

denyan bekeijasams dengan Assessmen Center pihale kebheg.

Pengembangan  kamus kompelensi Jden  polukzanasn  Ascsmen

Kumpetensi di lingkungan Kejzksaan R sudah dilaksanalan rlal
pejabat Evelon 1T, T IV, dan Jeksa Fungsional.
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Asesmen Kompetensi merupakan hagian dari upaya peninglatan

kualitas dan prrbailtan sistem penpgembangan SDA Kefaksaan R,

yang be.r'tuljm’-m: |

—  Mecmberikan suutu nstrumen dan delkumen kepada pimpinan
Kejaksaan RI dalam merencanakar pengembangan prgroaal yang

relevan, transparan, dan akuntabel

—  Mendapatkan hasil penilaian lompetensi yang obvektit dari para
pojabat Kejeksaan Bl

—  Mendapaikan informasi tentang suatu jabatan terkait dengan
pefabat vang sedang atan yeng altan merndudukinya.

—  Mendaputkan profil pegawal untuk lkopentingan mutasi i
linghngdn Kejaksaan R,

— Pcngkﬂjiﬂfﬂ, pecmetaan dan peoyusunan (onstrumet Penilaian
Kincria Unit {IPKU) serta Insaumen Peoilaian Kinegs (TPK]) dan
Instrumen  Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional
(TPKPFF}.

Tersusunnyva| dokumen Suvaran Kinerju Pegawat [BEF) se3ual

dengaz Perfgturan Pemerinlah Namor 46 Tabun 201)1 tentung

Penilaian Fll“esta.si Ketja  Pegawai  ™egerl  Sipil  serla telah

diberlaloukar di lingkungan Kejaksaan RI sejak Tahun 2014,

Di!akukannylfnl tea penyaringan Pendidikun Pelatihan Pembentukan

Jakesa (PPEJ) dcngan mclibatkan mhak independen.

Pe]a];m:manu rekramen CPNS di Kejuksaan Republik Indonesia

dengan e lanfaatkan sarans teknologi informasi den dilakukan

accare transparan dan akuntabel melalui:

- Pengpunsan  situs hitp:/ fformasi.k kejaksaan.go id/ rekrutmet/

dulum rekrutrm*n dan seleksi pogawai {e-rekrulmen).

- Punggunam- migtem Computer Asissted Test {CAT) untuk Tes

Kornpetersi Dasar,
- Delibatan! pihak ketiga independen fleomsuitany  untuk

melukganakan Tes Kompetenal Bidang.

- Perjlaian|melali Hiee scanning.
un dan pemanfsaan datubase k::;:r*ga“maﬂ dalarmr.

P-El']].’l:]'ﬂ[.‘lumzli
rangka pengErbangan karr pepawsd masih terus dilakuloean oleh
Kejaksaan Rl. Sistern yung terintegrasi dengan dulkungan databoie

]{epegawaia_ﬂ‘ vang selalu update alkan mermudabkan  pimpinan
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otk mengambil kebpakan terkaif perngelolsan SDM dard fase

pPoICncanaan sampat pengerabangan learir,

Panpguiatan Penigawnsan

Program ini Dertijuan unmk meningkatkan penyelenggacaan

pemeriniaban yanp beraih dan hebas KKN di Kejaksaan RIL Adapun

dalam area perubahan ini, capaisn yang telah dilakukan antara iain:

1y

<]

4]

Fencrbitan beberapa ketentuan puna optimalisasi pelaksanaan
pengawaszan antara lain yalmi:

Kepuanwsan Jaksa Apung Nomor @ 255FA/JASTR201T tentang
Peryulengparaan SPI° di Lingkungan Kejaksaa,

Petunjube Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor :
JUELAK-01/H/Hiw/04/2011 tcoteng Teknis  Penanganan
Laporan Peppaduan dean Tata Kelols Administrasi Bidang
Penpawasarn.

Peraturan Jaksa Apung Nomor @ PER- 01S/AFJAS 2018 tontang
Terubshan atas  Peraturan Jalksa Agung Nowmoe @ PER-
U3fASJASORS3011  lemtang Penyelengearaun Pengawasan di
Linglmingan Kojaksaan,

Pedotnan penjatubian hukuman disiplin berdasaritan Peraturan
Pemeriniah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Nepcrl Sipil.

Penyustinan  pusdl dara  pengelolean  pengaduan, masyarakal,
sekaligus melalkukan pengembangan kanal pengelolaan pengaduan
pada website Kejaksaun Setta pengemtbangan aplikas Laporan
lenpeduan dalam website Kejaksaan.

Meningkatlean kualitas kinerja poogawasan malalui:

Venyelenggaraan  pelatiban  dan  penyelenggaraan  SPIF di
linglamgan Jaksa Ajping Muda Bidang Fengawasan.
Peloksanasn prograin peningkaté_n AVID, bekerja sama dengan
Badsn Denpawas Heuangan  den  Pembarngunan  seria
Kementerian PAN-EE.

Pelakeanaan diklat penpgawasan.
Penyelenggarsan seminar dan lokakarya arttt Fraud  [tindak

kecursrngan) yang dilaksanaken  Pusat Panelilian  dan
Pengembangan  Kejaksaan Agung dengan hyuan ok
mengidentifitasi potensi tindak kecurangan dalatm prlaksanaan
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Lupes den wewenang pada setiap satuan kerja Kejaksaan dan
merunmiskan rekomendasi dalam merespon potensi-potens:
tindals kecurangan yang el

Penyelenpyaranan pelatihan dasar anditor bagl APIP Kejaksaan
yvaug dilaksanakan olelt Dadan Diklat Kejoksaan R dengan
pescrtn. APIP dari  schuwh  Kejoksaan  Tingsd,  sehingga
diharapkan pgjabat  pengawasan  fungsional Ji Kejalsaan
memiliki pemahaman daser mengenai audit keuangan pada

satuan Ketjanya masing-masing,

4) Optimalisasi pcrsn.f'aPIP dalam pengkjian rencana anggaran.

5) Pencrapan SFIP scbagai revisi wins Bistem Pengawasan Melckat,

dircspon Kijaksaan dengan membentulk Satgag SFIP. Anggola. SPIP

dilatih dengan modul standar yang dikeluarkan BPKE. Satgas m
melalkan  DMugrastic Assessrrend  unfuk  menpgetahui  sistem
penpawasan di Kejeksaan yang sudah berjalan baik darn yang masih
harus ditingkatkan,

5] Peninghkuian lalitas laprran terkait pengawasan melau:

—

e

Feoyusunan laporan Monitering Evaluasi Pengawssan.
I'enyusunan  laporan cniry data  Laporan  Pengaduan i
Kajalssan Agung.

Penyusunan lapuran entry dats Leaporan Pengaduan Kejsksaan

Tingsi.

Penguatan Akuntabilitas Kinegja

Program  inf bertyjuan  unluk meningkatkan kapasitas  dan

altuntabilitus kinerja Kejaksaan RI Adapun dalam area perubahan ini,

cupaian yang telah dilakukan antara lain @
1) BMeraih opini BPK peniluian terhadap laporan keuangan Kejaksaan

RI yulkni:

Tohun 2210 predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDF).

Tahun 2011 predikat Wajar Tenpa Penpecualian  Dengan
Paragral Penjclasan [(WTE DFF).

Tahun 201% predikat Wajar Tanpa Fengecualian  Dengan
Farapruf Penjelasan (WTP DFP).

Tahun 2013 predikat Wajar Tanpa Pengecuslian WTE).

Tahun 2014 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTE).
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Prugemmbangan  sistem  pongelolaan hasil evaluasi Instramen

Fenilauan Kinerja Jalse [TPEJ].

Yenpembanpan  IKU unluk  seindw Satker dalkuan IPKU. Serla

dilalukannya wjl coba pemanfaatan drall mslromen perilaian

kinerja di satuan-salvuan kerja Kajaksaan di daerah,

Analisis hastl wji cobm drall insoumen penilaian kinerja dilaitkan -

dengan sistem penpeloluan SDM Kejaksaan (releutimen, drkdat,

promosi, mulast dan pemberian reward and punishrend].

Pengembatgan instrumen penilaian kiserja unit dan individu,

Peninglkatan kualitas laporan kinerja melalni:

—  Penoembanpgsn sistem laporan cloktronilo (e-report].

—  Pelaksanasn dan pengembangan sistem lnporan kinerja dengan
sintei elektromle [e-lakip).

Penyusttnan Rencana Strategls Kejaksaan tahun 2015-2018 dengan

mtlihﬁﬂ{an pemangkn kepentingan baik internal maupun sksternal

Kejaksaun dan mengacu pada Peraturan Menferi Porencanaen

Pembanginan Nasiona), Kepala Bappenas Nomor & T:thun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Pensleshan Fencuams Btrategis

Kemmenterian/ Lembaga tahon 2015-2019,

. Deningkatan Huaditas Pelayanan Publik

Program ini berhgjuan untuk meninghkatkan kualitas lagyanan

puhlik di Kejaksaan stsuai dengan  kebutuhan dan harapan

masyarakat. Adapun dafam area perubaban ink, capaien yang tclah

dilakukean antara lain:

1)

2]

3]

4

Fenerbitan Peraturan Jaksa Apung tencang Standar Pelayanown
Informasi Iﬁlb]ii{ di Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Feraturat
Jaksa Agung Nomoce : PER-G32/A /. TAS052010 teniang Pelayanan
Informasi Puldik di Kejaksaan.

Penerbilan DPeraturan Jaksa — Agung Nomur : PER-
011,/ AfJA /062013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaat,
yang ditindaldanjuti dengan kepiutan sosialisast dan internalisasi di
tingkat vang lebih tckmis yalom Kejaksaan Tinggl dan Kejaksaun
Negecr,

Pelatihan Unit Hehumasan untuk sehiruh Asisten [ntelijen dam
Kepala Seksi Intelijen pada selrub satiian Kerja Kejaksaan FI
Palaksanaan lolkakarya dan scminar "Penerapan Standar Polayanan
Publik di Kelaksaan Tinpgi den Kejaksaan MNeperi”. Melahar kegiatan
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-  Melaksanakan pelatihen duyar jumalieme website.

— Meclaksanakan pelatihan teknis pengambilan soudut berita dan

peliputan berita.

- Llelaksanakan pelatihan penyuntingan berita dan peoualisan

rilis.

- Melaksanaltan pelatihan optimalisasi tnesin peocari.

- Asesmen dan rekomendasi pongintegrasian website Kejaksaan,

Memperbaild tata letak websile.

. [80 STRATEGIS PEIAEZANAAN REFCOREMAR] BIROKRASI EEJAKSAAN

[RT3E}

Memperhatikan berbagai capaian Reformasi Birokeasi di Xejaksaan
RI. maka Kcjaksaan RI masih dihadaplan pada sgjumlah kendisi yang
secara objeltf dapat menghambat terlaksananya  tugas  dan fungsd
Kejaksaan Repullik Indonesia, yang dapat dinrailean sebagai berikut:

ik
i ‘ﬁm*t'ﬁmﬂ

1. | Pala Mleir dan
Budaya Herja

e R

1.

1 . -l -, LT .
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Pcn-:rapanhm:emnlmam agas, prinsip, nilai
dazar, kodc etik, dan kede perilakn,
termasuk penguatan budaya kinerja dan
hudaya polayanan yang belum maksiroal.
Pengetahuan  dan pemaharnun peg,awafl
Kejaksaan tentang BB yang masth kurang.
Penerapan  agen petubahan KRB yang
terperan  dalam  meningkatkan  kinegs
organisasi belum ada  di  lingkungan
Kejaksan Rl.

Peningiatan persepsi pubtik atas Kejaksaan

yarg bebas korupsi dan melayani melalui
public campoign dan budaya  pelayanao

prims )

2. I Peratucan
Perundang-undanpatl

Fenpeimnbangan dAafabase peratiiran

perundang-undangan  internal  berbasis
teknologl imfortmasi serta Pengembangan |
Jaringan Dokumentasi dan  Informasi
{ukum (IDIH) Letbasis onfine schingga |




-0 -

- TR | L eIy Py

-'é“ i -w" 1?;'%? 'fff:'c ] i E E‘1E*-'=-' "—r'hl- it I
- ! oy T HAE < AF .:\-bng IF'l

SR i‘é* f. A e R Ef

3 J-ITI-"::F-I.: ‘i.-;;' Jll[- _;;.'@1::‘-‘,.-_-,.-‘-1.—'-'“ A }-\.l -'1‘.“'_ [F i""::_. i "-'-'.---'.-I'-'-"-'..':
o , : N

tlaprl  dinkses puhhk ].—.11'1 pl::ni.{:rnﬂ
Kejalisaan.,

Peningkatan  loualitas regulasi yang
harmonis, Lidmk umpang linedih,
melindungi dan berpihak pada publik dait
mternal Eejaksaag, gerts, Mampil

tnendorong iklim kondusil bagi pablik.

Organisasi 1.

. Penataan kernbuli strukbor frestruklurisasi

Penguatan  lembaga Kejaksaan  dalam
koustitnsi  dan  peraturen peruodang-

undangan.

orgunizgsl  Kejaksaan yamg  discsualican
ddengan kebuluhan organisasi, penegalan
hukum  dan perkembangan  huloam
intctmasional saat ini

Monitoring dan cvaluas: pelaksanaar tugas
dant fungsi pada satuan kerja di linglkangan.
Kejaksaan Rl yang masih tumpang tindih.

Tata Laksana 1.

Penyesuaian Latg lakkuna dengan |
peribmhan organisssi.

Penguatun penerapan Standard Operating |
Procedures (S0P melalui  roviewr  dan,
evaluasi S0P separa periodik. |
Pengembangan  Kejaksaan yang mudc:ml
berbasis  Feknologi [nformasi  dan
Komunikesi (TIK} dengstt  meneraplan
sigtem aplikasi e-government
Pengembangan mangjemen kearsipann yang
Laik,

Pemiigkatan kualitas ponorapan  swglem |
pengadaan barang dan jasa yang adil,
transparan dan profesional.

Penyesuaian peringkat jahatan berdasarkan
Permenpan dan RB Nomor 34 Tabun 2011

terlang Anabisls Beban Keda.
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sistem relormitmen f seleksi

dengan
Assisted Test

L. Ptnerapan

mengpEnaken

[CAT)

pegawal bam

Corryasiet secara
menyalunih.

dan
yang
herdazarkan analisis beboan kema den
kebutnhan,

| 3. Penerapan

2. Pengendalian jumlah penenmpatan

pegawal Kejaksaan aepaiihtiya

demosi  dan

berbazis

uisletn  pPromosi,

terbulka

mutasi SCCHCE

kompetensi, prestasi ketja serta retvard and

dengan
database keprpawalan dan hasil Ascsmen

punishmertt, memaniaatican

i Kermnpcotenasi,
penerapan  sisten

v informasi mapajemen kepepawaian secara

4. Pengembangan dan

omprehensii.
5. Peningkatan jumlah dan jeniz jabatan
firngstonal di lingkungan Kejalsaan,

3. Penguatan dan Kualitas

sistcm

penyelengparaan dikiat.

Sertifibasi

perlenghaparn,
pembangurnan.

£, Pepurnpatan  pegawal
vang ditupaskan i
kelituihan organisasi.

begi pengeolola

proyek  dan

7. Pencrupatl
kevangan,
dari instansi Jusr

Eefaksaan Scsuai

Pengawasan

Behas lorupsi
BEerzih dan

1. Pembunpunan  Wilayah
(WBK]/Wilayah Birekrast
Melayani {WBBM} di lingkungan Kejaksaan
HI.

2. Pelalsanaan pengendalian gratifikasi dan

benburan kepentingan.
3. Pancrapan Whistie Blowing Systeri.
4, Penguatan Sislem Peogendalian Internal
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b, Peningkatan PEDGraan sistcm

PLIIEANASHT.,

Akuntahbilitas

1. Penerapan matnajemen knerja yang tebil
bailk Jdengan menyusun indikator kinerja
dan menetapkan sasaran yang lehilhh baik
vang Lhevevientasi pada hasi] (owteome).

2, Penguatan  munitoving,  cvaluasi | dan
pelaporan kinerja dan anggaran di unil

keda.

4. Pengerpbangan  website Kgjalksaan sccara
periodik achingpga updated. |

4. Peningkatan  Lkuoalifas  penerapan  =islem
alanlabilitas keuangan dan kinerja yang
terintegrasl,

%, Peningkalan penyerapan anggaran.

IEr. Penjabaran target kinerja orgunisasi/imit

lefa yang jelas sccars berjenjang.

Pelayanan Publik

| Penguatan penerapan standar pelayanan di

I
Kejeksaan Rl
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RENCANA AKE] DAN RENCANA AKSBI FRIORITAS
REFOEMASL BIROKRAZL KEJAKSAAN (RBK) TAHUN 2015-20109

A. PROCGEAM MIKRO REFORMAS] EIROKRAS] NASIONAL (REN)

Berdasarkan Feraturan Menteri PAN dan RE Nomer 11 Tahun 2015
tentang Road Mup Reformasi Dirukrasi Tabun 2015—2018, program mikeo

ferdiri darr:

. L. blanajemen Perubahan,
2, Penguatan Sistem Penpawasary;
3. Penguatan Almntabihiias Kinderja;
4, Penpguatan Kelembugaan,

n

© ® N oo

diuraikan dalam tabel schagal berikut:

Penguatan Tatalaksana;

Peppuatan Histermm Manajetnet SDAL ASN;

Penguatan Peraturan Perundang-undargan;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publilk;

Dok Wins,

Adapun kegiatan RBBN dalarn pelaksanaan program milora tersebul

1. | Ma_najﬁmen P-::rubuha.n

(3 -L.h‘lil p—' .ﬂ'l

r'\?“' il -'-_'f‘“"'

. T TR [ 'I 1 I""‘Jl
g R Hemitur sl

[ Ptngf:mbangan mla_t—mlm untuk |

inenegaklan ntegritas;

2} Pembentokan agen perutrahan

Yang depat. mendorang
terjadinga prrubabon pola piikdr.

o, Penpuatan Sisiem Penpgawasan

1]

2

3

4]

Pernbangugan unit kerja uatuk
memperalehy  predikal
WBH/WEEM di masing-musing

TG 1L

kementetian/ lembapa dan
petnerintab daerah (Pemdal;
Prinlsanaan pengendalizn
Gratifkasi i masing masing
kementavian/ lembapa dan
Fermuia;

Frlalsanaan wwhistieblowing
sysiem odi masing- masing
kemnenterian/lembaga dan
Petnda,;

Prlaksanaan pemenfaua
bentiran kepentingan tli
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MASINE-MASNE
kementenan flembaga
Pemda;
MPembangunan SPIP di
linglkungon unit kerjadi maesing-
masing kementerian/lembaga
dan Pemda; |
Penangansan

dat

&) pengadtlad
magyarakat. di nmasing-masig
kemenleianf lembaga dan

IPemda.

3. Penpusalat Aluntabilitas Kinerja

Pembangiunanf pengemlbmangarn
teknolog dalatm
mangjemen kinerja. .

informasi

4, Penpuatan Kelembaga=n

Fvaluws dan reastruldurisasi

kclembagaan  ASN s
masing K/T. dan Pemda.

MASIng-

5. Penpuatan Tatalaksana

B

1} Perluasan. PEICrapan e-
yang tetintegrasi
penyclengpatraan

dan

goverrmery
dalam
pemerintahan
pembangunan <l
maszing KfL dan Pernda;
Pernerapan

MasrE-

2 efisiersi '
peftyclengpatraan pr:merintahan?
di masing-masing K/ dan’
Permnda
Implemcntasi  Undang-Undaog
Keterbukaon Informasi Publik
df masing-masing K/L dan
Pemda; -

FPererapan kearsipan
yvang handal i masing nasing

K/L dan Pemidla.

A slstem

6. Penguatan Sistem  Manajomen
SDM ASN

.E:I

1] Perbailan berkelanjutan sistem
{IRICICATAAn kebntuhan
pegawai ASH di  hnglungan
masittg-maging K/ dan Pmnda‘,’}

dan  penctupan

relerufinen

Peruarinlsan
kebijakan

dan wmeleksl secara iransparall
dan berbasis  kompetensi i

slatem
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dan "emda;

3) Perumusan dan penetapan

kehijalean sisterml Pronosi
secarn terbuka di lingkungan
mmasing masing ¥/1. dan Pemda;

4y Peruurusan  datt penetapan
kebijukan pemaniaatan
assessmern! centar,

5} Pcrummusan dan penetapan
kehijokan  penilaian  ldnecja
negawal di masig-masing K/L
tlan Pemda;

&) Porurmusan dan penctapan
kelvjakan rewrard and
puntshonent berbasis linerja di
tnasing-masing /L dan Pemda;

7} Pembangunan{ pengembangan
gistarn  informasi  ASN  di
masing-masing K/ L dan Pemda;

B) Ferumusan dan  penctapan
kebijakan sistem pengkaderan
pegawal ASN di masing-masitg
£/ L dan Pemda;

'9) Perumusan dan  penetapan
kebijalan pemanfaatan/
pengembangan  dafabase profil
kompclensl calon dan pejabat
o ABN di masing-maszing
K/1. dan Pemda;

10) Perrouigan  dan penctapan
kebijukan penpendalian kuelitas
dildat Ji masing-tmaeing K7L |-
dan Perndae;

11} Pencrapan  sistern promos
secara terbuka, kompelitif, dan
Lerbasis kompetensi didhaloang
nleh makin vlektifoy=
PrIEHWASATL olch Komisi
Aparatiur Sipil Negara {KASN);

12} Menyusun  dan menetapkan
pola karier prgawal ASN;
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13} Pengulnican e compelenoy
antara pomenglia jabatan dan
syarat lrompetensi jabatan.

14] I'cnguatan sistcm den loaalitas
prndidilan dan pelatihan votuk
mendikung kinega.

[ Penguatan Peraturat

Perundang-undangan

Tvahuasi berkala
berbagai peraturan perundang
VATY seclang

1) EECATA
undangan
diberlaloulan;
Menyempurnakan/mengubah
berbagal peraturan perundang-
undanpan yang dipandang Lidal
relevan  lagi, Litwdih,
atml disharmonis dergmo
peraturan perundung-undangan
lain;
Melakikan
rilualciel AR

penmdang-undangan

=

tmpang

deregulasi  untuk
poralitan

¥aoug
menghambat,

3]

tlipatdary

pelayanan.

#) Peningketan Kuslitas Pelayanun
Publilc

Penerapan pelayvanan satit atap
di masing-masing ketoenierian f

1

[embaga den Pemda,

Percepalin pelayanan menjadi
makaimal 15 had i masing-
masing  kemerierian/lembags
dan Pemda;

Dercgulasi dalam ranglka
mempcrocpal proses peolayanan
di Masity-masing,
lkernenterian{ leintaga dan
Pernda;

Pembangunanf pengembangan
pengganaan leknologl iniormasi
dulean  pelayanan di masing-
maging lemenlerian/lcmbaga
daty Pemds;

"

4

9) Quick Wins

I'crcepatan polayanan di masing-

masing ingtansi pecerintah




-1 -

B, RENCAMA AKS! RBK TAHLUIN 2015-2019

Berdasurkan capelan dan isu stralegis vang diuratkan scholuinnya,
dilakukar penyusnnan reneana aksi HRE yang terdiri dod program dan
kegiatan rury aken dilaksanakan pada tabun 2015-2019, sebagai beriloat:

S @% &MM e
LT .h l S b é’

L. |Mandajemen | 8- Pcne:mpﬂn,."mh:m 1} WMembentuk r!‘1rn|
Peniilahan - mliwasi a88s, IWanajetnern I'crubaban
prHnsip, nilal baok, ditinglal pusat |
dagar, kode etik, manpun  duaerah, scria |
dan kode | mewajibkan  Kejaksaan
i perilalka, Tingal yang belum i
terimasuk menbentuk Tim RB uniuk |
: penguatan sepera  membeniuk  dan
budaya kincrja inelaporkan  pelalisanaan
dan budaya kegialan terkait £ arca'

pelayanan . yatg perubshen  dalam KB
behun maksimal. seHap iriwulan  kepada
| Wakil Jalosy Agung selakll
| _ Ketus Tim Penparah KB

. Kejaksaan Ri Cg. Kepala
Birc Perencansan salako
gekretariz Tirm RE .

2] Mermmuskan  kebijakan,
rencand, program o don
kegiatan Buns
pehyusunan roqd mogpz dan
dokumen PCICTCANAan
Manajermen Perubahan,

3) Menguatlan komitinen
pars plmpinan dan
pegawai. di  linglkungan
Kejaksaan RI untuk
meclaksanaksn BB anlara
lain :

= Meningkathkan
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inran Slf"ﬁ- tatap muka

anlare. pimpinan
Kejalieaan denpan
pesawal dr setiap lind
satuen Kerja mcngenal
langkeh. langkalh RB.

s+ Memperbaharnii Pakta
intepritas.

» Membuat — perjanjian
kinerja.

¢ Mepgisi SKIP  sesuai
- tugas dan lungsmya.

4} Melakukan mumitoring
dan evaluasi BOUHIA
borkala  uniuk FMPER
dalam pelaksanaan RT3 di
MASITIE-11Aa80g satlian
kerfa sccara berjenjang.

5 Mecluksanakan pelatihan
umtuk  Tim  Mansjemen
Perubahan olch Badan
Diklat Kejaksaan Kl
Iekerjn  sama  dengan
Kementerian PAN dan RB.

&) Mclakukan Sosinfimusi

Kode  Perilalka  secara
berkesinamblngan. :
7} Menjadikan Kode Perilaku |
sebagal  mata  kuliah

dulam pendidiftan  Jaksa

dan Fendidikan
AL emet SECATH
berkesinatobungan.

3) Mengimplemetasikan Kode
Perilalou secara Ketel.
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E. Pr-:ngﬂmhurm dan | 1] Melakukan aurvey internal
pemahatmnarn dan  ekaternael  terkait
A wai prograim RB di selurah
! Kejalesnan tentang gatlecr.
| EE vyang masih | 2] bMelalaulean kegiatun
n kurang. sosialisasi secara berkals

mcnpendd RO di Kejaksaan

(Kejalksaan ARUNE,
Kejaksaa dengan
menyesuaikan
perkembangan  crganisasl
dan perkembangan
masyarakat.

3 Mengimplementasikan REBE
dolam  kebijokan  secara

konsisten,

c. Belum adanya | 1) Penunjulan agen
PEOETADRN  20en perubahan  schagai  Role
perubahan RE Model di Kejaksaan,

g berperan | 2§ Kesinumbungan antara
dalam PUogram Sidhalearya
meningkatizan derngan penunjukan  3pon
kinerja ocpanisasi perubehan,

belum ada di| 3) Pengembangan  kapasitas

lingkungan agen prerubahan.
Krjaksan RL
d. Peninglkatan 1) Menyebathraskan  mofte

persepsi  publik  “Jadikan Aku Sahabat”,
atas Kejalksaan | video  singkat  “Renal

VAL brhas hubum - jouts  hueloumen®
korupsi rlan dalam getiap
melayani  melahn Perivuluhurn / penerangan

public  campaign hukim.

dan budaya | o) puplic Campaign tentang
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pelayanan prima.

I:u-:la}'a bersah {lan knadaya

melarar.

3} Membennlk lim pennous
oo ot crlture

Kejaksaan, !

Penpuzkan

I*erafuran

Perundung—'

undangan

3.

Fengembarngan
datahasc
peranaran
pecundang-
undangat internal

berbasis tclmologi

informasi serta
pengembangan
Jarinpgati

Dokumenitazl dan

Informasi Hukutn

FMDIH]  berbasis
orline,  schinges
dapat diakses
pulalile dan
persomnil

Kejoksuaan RI.

1) Pembuatan aplikasi vang

mendagarkan pada  tata

[aksans frembentukan
peratiran intcrnal
Kejalk=aan berdasarlan

Peraturan  -Juaksa  Apung

Hevmioar PLIE-
QoS AL JA DS Tahun
2013

2 Mernhuat. aplikasi
Jaringan Dokumentasi
dan Informasi  Huloum

{JDIH) terhasis on-Nine.

3 Memaksimalican peraniran
perundang-undangan
internal vang  dapat

diakses olch publik dan

pegawai melalui websife,

Peningkatan

kualiles  regulasi
vang  hatimonis,
ticdak
ti;miil'l., melindung
he:.r'pﬂmk

tumpatg

dan
pada publik dan
nlermal
Kejakzaan, serta
matnpu

mendorong  iklim

poran Biro
Iultum dan Hulmngan

1} Fenguatan

Luar Negari dulam
PEIyLLSINAT scria
sinkronisasi perafira
intermal Kejaksaan.

2] Memetakan selumh
peraluran internak
Kejalksuaan, termasuk
Surat Lilaran -_T.F.lkﬂa

Apung Muda dan Kepala
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Eal:lan - Pemiuhkan da;n

kﬂndusif
oabidile Latihan  yang ada pada
[
INENITIE-IDaS] g Jaksa

| Agung Mudas dan Eadan
| Diklat  untuk  melihat

potensl terfadinga
tumpang-tindih

pengaturan dan
disharmoni arikata

perafuran-peratiran  yang

adn.

3) Fvaluasi sccora ibwrkala

' berlazgm peratilran

| perundang-undanpan
VALE sedang
diberfakulian,

49 Meoyompurnakan fmengl
bah hberlmagal  peraturan

perundang-undangan

yang dipandang  tiduk
! ) relevan  lagi, iumpang
tindibh, atau dishdrmoni

dengan peraturan
perundang - undaogan
Iain. '

5 Melakulkan deregulasi
uniulk merangkas
peraturat perundang-

undanpgan yang dipeodang
me;ngha_mi:at pelayanati.

| 7] Menginventarisasi

peraluran perundang-
undangan YALE
l melemahkan Iicjaksuﬁn
untuk | Jiusulkan
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didakulsn
dalam kebyakan lopislasi

nazional.

perubaban

7]l Menginventarisasi
peraturan peruidang-
undatigan yang berpolensi
meléemabkan Kejaksasn
Eeik dalurn aspek
lelernbagaan Haupun
kewenanpan (EESRNE] 4

. diusulkan dilakuibun
| perlilahan.

Chryanisas a. Pengualan 1] Mcngusulkan kepada MPR
Kelembapaan melalui  Presiden untuk
Kejaks=aan dalamn memasukkan  ketentuan
konstnasi dlan vang — scoare  lthusus
Perundang- mengatur tentang
unda;'ugs_n, Krcjaksaan thalatm

Amandemen  UUD K]
15435,

24 Mernpyusun RUU
perubahan Urndang-
Undang, Kciaksaarn
disesuailkan tengan i
kebutubhan argarisas].

. Penutusn kembali | 1) Pembentikan satuun
striuktur/restrukt, | kerja barmi di Kejaksaan
urizasi organisasi Agung, Kejaksaan ’I‘inggi,i
Kejuksaan  yang Kojaksean MNegeri  dan
disesvaikan Perwaldlan Kejaksaan di
dengan Iuar negeri.
kelmbahar: 2] Membenfuk iabatan

1 i ApAt
urganisasi !

Eselon 1V teknis it
Kajuksaan Agpung dan
Eselon Vo teknis ef1
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Cabang Kejaksaan Neper.
3 Metnbenuk unil ke
bary/selkretarniat BB }-r;-u:lg'
khusus IMECINELITS]
permasalahan BB.
4} Menyusin Perulmabhan

Peraturan Presiden

tentang  Crganisast  ded |
Tata Kena }{ejaksaanl
Republil Indonesia.

5] Memoyusun Peraturan
Jaksa  Agung  tenfunig
F‘E!ngr:mbﬂ-_ngr-m
Organisasi,

£ Mempasan Perafuran
Jaksa  Apung  tenlang

Perubalian MNama

[{zjaksaan Negen,

7] Memyasun Peraluman
Jaksa  Apung  tcotang
Peninglkatan Titmlog
Kejaksaan Negeri.

-

c. Moniterng  dan | 1) Menpevehiass Lembali

evaliasi terhadap tugas dan fungsi wallzan
pelaksanasn kerfa Kejaksaan sccarsa

: tugas duty fungsi prriaile.

| pada unit kerja di | 2) Mengevaluasi  bebcrapa
lingkungan felmatan yang belum
Kejaksaan RI vang tnemilili Ligas dan fungsi
masih tumpang yang jelas.

tindity. |1 3] Perumlaatl dan
penetapan Echijakan
tugas dan fungsi pada
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d. Penguatan Badan

Talelat 'K't:jal-: HEAN

BCSLLE denpean
kekimsusan

karalkterdstle

krletnbagzan dan |

Jewenanpgan

kejaksaan,

[1 Momasulikan pengaturan
kelklhmisnsan  karalcleristilc

pendidikan di lingloungan

kojakzaan gejalan dengan
kekhususan karakteristik
leelecmbagaan dan
kewerangeat kcjakzaan
dalarm RUU Krjulkwaan,

2] Pembentukan pusal studi
kefakaaan
hekerjasama dengan PTH.

detpan

3] Permbentulan
shudi

[rragrarn
ilmu  kejalcsapn
jenjung Master dan Delttar
dengan

dengan PTHN.

bekerjasatin

. Pengualan
Kejaksaan Jengan  pembanglinan

Melalukan kajian terhadap
laboratoriarcon

kelenglapatt . Jorensic criminel.

laboratorium |

forensic  rriminal i

tersendiri. :

Penguatan Mclalmbkan kajian techadap

kejaksaan «<engan

pembanpunan  lahuratorium

kejaksaan dengoan
kelenglaapan
laboratomatn

computer forensie.

lalengkapan forensic qoeounting.
lgboratorinin
farensie
eeatiniirg.
. Penguatan pelakukin  kajizn  terhadap

pembangunan  laboratoriom

computer forensic,




-30.

[ *.M Ffu @,3 7 ‘gt *::{H*-l ::"’ '_:: q; z;_ ,M;:jf: * . -:':.,:-15'
4. F::nguatan a. l‘en_vﬁsuman Mt]lj!;‘.sua_‘lj{ﬂ_‘[‘[ S0P dengan
Tatalaksana PIOZES bistlis | perkembangan organisasi.

tlenpan
perubaban
urgam%aﬁu

L. Penguatan 1] Me-revtewr S0P sclunth
penetapan jajaran Jaksa Apng Muada
Standard dan BEadan Diklat
Operating Kejaksaan Republik
Provedures (S0 Indonesia
melalui repiaty | 2} Membuat SOF yang belum
dan evaluasi S0P ada, antara lin : E
yang baik sccara - Penpuiji tagthan
periodile leuangan.

-  Pelalksanaan bz
AgeT.

-~  Petnuliltan a=set

c. Perigembangan . 1) Peningkatan penpgundan

Hejaksaan  yuang IT dalam pelaksanaat
moderit berhasis Husiness Progess, melalw l'
Telnologi - implementasi ;
Informiast tan - Cese Management
Kommunikasi  [TIK] System [Simkari  Mext
| dengan Genaration).
menéraphan - Implemeniasi Pilot Froject
herbagal  .sislem Sinkern Pidana Peradilao
|  aphkasi e Terpardu  {SPIT) di 5
governitant, (litna) Provinsi dan
Eimbingan ‘Telmis
i Pengern bangan SPPT
berbasis Telnalog
Informasi.
« Penpembangan rriedif
systam.
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- Pengembangan hﬁ{p
desk.
- Pengembangan a-
planning.
| ;
- P'cnpcmbangan SISTem
i PCIMHITLH11AN realisasi
FPNBEF.

- Pengembangan HRIS
(HtrnarL Kesoirees
Taformotion Syskertn.

- Penpembanpgan Asset
Monagement SLsiET
(AMS) berbasis spasial.

~ Pengembangan informeasi
persuralan.

- Penpgembangan  sistem
aspirazi dan pengaduan
pblik.

« Pengembangan  apliliasi
Whistle DBlowing System
{WHS).

- Penpembangan  sistem

i informasi inteljen.

~ Pengembangan sisten
informasi perpuslakaart.

- Pengembangan  sistem
tnformasi diklat.

- Pepgembangan data
werefiouse (hertaliaph.

2] Membuat . aplikasi
penyelesaian uang
pengganti perkara loorups
dan aplikaai denda tlang
yang diputus verstek dan
aplikaai rekensiliasi uang
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. pengganu dan dleriidn
tilang wversief

d. Pengembangan 1] Mengzembangkun aplikasi
TTIATE:] B1TET e-filling.
kearsipan  yang | 2] Membangun gedung
bailk. proyitnpanan arsip dalam

rangka menuju e-filing

e. Penitiglatan 11 Muenyusuan Peraturan
kualitas Jaksa  Agung  tentang
penerapan  sistem progaeduar petpadaan

pengadaan barang barang dan jasa i
dan jasa  yang Lingkungan Kejaksasn RT.

adil, tmnaparan | 2] Pelathan terhadap
dan proleaional. pelalsana Unit layanan
Penipadaan  (ULF) dan
Layanat Pengadean

Secara Elektronik (LESE).

: di lingltungan Kejaksaan'

' : RI.

3 Membangln aplikasi
Whistle Blowing Spefermn
(WES) dalam  pengadasn

barane dan jasa, yang
ditindaklanjuti dengan
i melakulkean ;
»  SBosidlisAsi.
s+ Tcmbuatan Banner dan
plakat.
4) Pembuatan Dbulu  atau
modu! terkait penpadaan

haratig dan jasa.
f. Penycsuaian Mepyusun  evaluasi jabatan
pevingkal. jabatan | guna meningkatkan
berdasarkan peringkat fkelas jahatan.
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Permenpan dan
EEBE HNomor 34

Tahun AL
Tentang  Anelisis
Beban Kerja.

Belum ﬂpﬁ:ﬁa.lnya

penyelesaian  dan

percepatan

batarg sitann,
TAMpOEAT, EHE:|
eksekus dan

penyclesaian lang
penggant aleh
Pusat  Pemoulihan
Aset.

1. Pengﬂmﬁmlg{m Siktem
Daftabase Permmllihan Aset
vang ierintegrasi atau
Azgel Recowvery Ifntegraled
System (ARSSYS).

2. Melukubkan pendampingan
kepada  satuan kerja
dalem tatypkea percepaldan
penyelesaian barang
sitaem, rampasan, sita
eksclkusl dan penyelosaiatl

itany  pengganti puna

Compaater Assisied
Test {CAT] scoara

TERCADEL culpill

pocoingkatan lnlantitas ,|

dun kuelitas. ;

Sumber Daya [ 2. Penerapan sistem | Petterapan s1stcim
Manugia rekrutmen/ selelsi | rekrutmen/seleksi  pegawai
| pegawat baru | secara keseluruahan
denigaty mengeanakan Corapnier

menpLanaloan Asissied Test [CAT), yaitu

TED dan TK1F.

micryelarnih.

. Penpendalian 1] Pengendalian jumlah dan
jumlah dan penempalan Pepawai
preternpatan Kejaksoon herdasarkan |
Pogaaral analisix beban kerga. .

Kejaksaan  yang
sepentthnya

2) Merndwat
dalam menerntukan heban

parameter
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bcrdaaarka_n = leerja dan S beban
anualisra Lzt kebutuhuan saluan kerja.
kera dan | 3] Melakukan — penempsatan
kebhutghan, Pepawai Kejaksaan seapai
denpan enalisiz  beban
kerjr  dan  kebutuhan
satuan lerja.
o. Penerapun sistem| 1) Penerapan sislem
pPromosl dan promaosi dan outast
i tnutasi Serara wecara  terbuka  berbasia
i terbuka dengan kompetensi dengan
i . lerbasis melihat prestasi  kena,
kompetensi  scris rewurd dan punisfunent,
prestasl kerja, | 2] Pencrapati gistem I.
returrd dan peomesi  dan mulagi '
| puntshpment. scoara  terbuks berbasis
Tenitatma knrnpetcnsi dengan
mengenal melihat prestasi  kerja,
- Pomanfaatan Dafiur Wut Kepangkatan
database (DUK], revngrd dan
Joopegawaian ptinishment.
HeCAra
i rmalkesimal, |
. | — Pemanfaatan
! ' : hawil
‘ Aststnen
: Eompefensi
secara
malksitnal.
d. Pengembangen Penguatan  sisiem informasi
| dan prrerapan | kepogawaian.
sistem  inlormasi
kenepawaian
secara
komprehensil
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Peninghkatar

Penguatan _]al:uata.n fung_a-mnad

jumlab den jenis [ non Jaksa di limgkunesn
jabatan furgsional | Kojaksaan BRI '

di lingkungarn

Eejalksaan 1KLL

[ Penpuatan sistemn | 1] Petyesuaian TCIICHNA
dan lmatitas dilclat . dengan
penyelenpgarasan mendasarkan pada basis
diklat, kompetensi dan

kebutuhan organisasi.

2) Peninghkaiann obyektililus
pada scleksi dan penilaman
kelulusan diklar.

3) Permanlaaton hasil
Assessment untirk
meningkatkan  kapasitas
Jaksa/ Pegawai.

g. Penerapan Melalukan  Diklat  guoa
Sertinkasi bagi | mendapatiean Sertifikat beys
pengelola pengelola leeuangan,
Leeuangat, perlengkapan, proyelk dan
perlenglkapat, pombangunsT.
provek dar
permbangunarn.

h. Pencmpatan :, Merumusskan dan |
pegawai dact menetapkan, l-:ehijal:a_r{
istansi luar yang Penempatan  pegawai  datl
ditugaskan di instansi Inar yang ditugaskan

Kojakszan sesual
kebutuhan

Organisasi.

i Kejaksaan.
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6. ! Pengawasan |a. Pembangunan Membanpun unit kerja untuk
Wilayah Belias | memperoleh predikat memipa
Korupsi Wilavnh Bebas KeoTups
{(WEE} /Wilayah WK} Wilayah Birolkrasi
Biroktasi Bcrsih | Beraih dan Melayani (WBBM}
dan Melayani | sebagal pilol project,
(WEBBM) di
lnpkinparn

i Kejaksaan RI,

Ib. Pelaksanaan WMemyaman Peraluran -Talsa
pengendalian Agung RI tentang
gratiflicasi . den Pengendalian Gratfikasi dELﬂ.
benbumn Benturan Kepentinpan. l
kepentngat. .i

c. Denerupan Whistle | Sosialisesi  Whistle Blowing |
Biowing  System | System (WBS) ke  selurub
fWES). sulilan kerja,

d. Penguatan Sislem | 1] Sosialiswsd STIE cli
Fengendalian tinglrungan unit kerja.
Intermal 2] Membunt Surat Edaran
Femecrintah (SPIP lenlang penerapun SPIF d:
di lingkumgan unit ITIE NI E- HE SIS, satran
kerja. ke,

3) Monitoring dan  evaluasi
ponerapai SPIF i
ASINE-mMaging saluar
fena.

e Meninghkathkan 1] Monitoring dan  evaluasi
pencrapan sistem lerhadap  tindak  Janful
PEILZHAWHAAIL pengaduan masyarakal.

:’ .E] Membaogun sinergitas |

dengan Pusat
. Statistik  Kriminal dan |

Dain |

Teknalog |
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(PL "iDﬂ"-':'F{'RIMTI} dF.m
Pusat Penerangan Hulfoam
(PUSPENKTLIM] terkail
pengelolaan data

penpaduan masyarakat,

7. ¢ Akuntalalitas | A, Penerapan 1] Sozialisasi Permmen  PAN

TRANAJEITLEN " dan RB Nomor 52 Tahun
knerja yang lebih 2014  Prtumjuk  Teknis
batk dengan Pcrianjian Kinerja,
' menetapkan Prlaporen Kinerja Dan
: FHSATAN dan Tuta Cuta Revin Atas

| indikator kerja Laporan Kinerja Iomiansai

Vang lebily Pemerintakb.
berofentagi hasil. | 2) Kowajiban IMEIYLLE LI
dokumen Rencurna

Strategi (Rensira] setigp
lima tahuft dan Bencana
Kerja [Ferga) sefiap tahun

pada seluruh satuan kerja
| di Kejaksaan kKl
I 3} Penyusunafl Laporan

| Kincrja didasarkan pada
Renstra dan Renja.

4] Peninglkaten kapasitas,
evaluasi  dan  pelaporan

kinerja dan anggaran i

unit kerja.
. Pengnatan 1) Hosialisasi dan
monitaring, implementasi Jisleron
; evaluasi dan Aloantabilitas Kinerje
| | pelaperan kinerja;  [nstans Pemerintah
dan anggaran i (SAKIP} ¢clalam
it ketja, PEITFUSLITIAT Lapusraty
Kinerja Kejaksaan.
2) Meogoptimafkan — sistem
|
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laporan  kinerja  dengan
gislem elektronik [e-Lakip

dan e-Muornev],

¢. Pengembangsn

uehisite Kejaksaarn

Frdata SECHATA

L
peniodik sehingga |

wpclinted.

1)

2)

3]

4

Optimalisasi  pelaksanaan
penpiaian data  Sistem
Informesi Manajemen
Kejakanean RI (SIMEARI),
Laporan Bulanan
LAPBUL} OrLine ([ETS)
{queick winy f STIM)
Meningkatkan  kctaualan
satuan kerja un bk
mepgirimkan  data guna
divnggah pade wWwebsie
Kejaksaan.
Meningkatkan  kualitas
penerapah s1sbei
akpntabilitag  keuangan
dan kinsrja Yang
terintepras.
Mcempublikasikan — DIPA
pada masing-masing

Battan kerja.

!' d. Peningkatan

| keuangan dan

ktanlitas
penerapan gislem
alsimtabilitas

ldnetja yoang

terinteprasi.

.”

)

3]

Membangun laporan
keuangan berbuwsis akfual
vang akuntabel.
Meclakiukarn bimnbingan
telmis dan pendarnpingan
dari nammsumber terhadap
pembuatan laporan
kenansan. Birc
Keuvangan, Biro
Perencanaan, Badiklat).
Melaksapakan rekonsiliazsi
data umng pengganti
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Ve

pf-rl-rar:-l l-ml'u psi  antara
Bidang Pembinaan dengan
Bidang  PIDSUS  dan
DATUM di tingkat Kejatd
dan Kejati,

&, Peningkatan 1)

pPEnytrapan

AnEoaran.

L 2

3)

Meminghkatkeatn sinerg
antara Bire Kenangan dan
Birn ~Perencanaan unluis
melakukan Eimhingan
Telknia terkait optitnalisasi

pengelolaan angparan dat .
penyerapanTya, !
Suaializasi Standard
Operating FProcedure [SOF)
pertunpyl ngawaban

[PeTAanganan perkara.

Melaknakean Bimbittgan
Telmis terkart revisai
ETIPMATAtl peda

pertengabtan tahun,

f. Penjubwran tarpet | 1)
kinerja
prganisasi/ it
kerja  vang Jjelas
secara bergenjang.

2)

3}

Pengembangan Indikator
Kincra Dtama ([KU) untuk
semua Salker dalam
Instrutmen  Penilaian

Kineda Untt ([TKL).

Pengembangan [PEIT (lan i
1PK Jakss, :
hemalesirnalkar |
pengEunashn aplikasi 1PEU

dan TPELT uniuk

nmengintegrasilkan

lehijaltan prRREIRAan
SIMKAR] dalam Sistcm

Penilaian Kincrja.
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Fenineleatan
Kualitas
Helayanan
Publik

a. P&ngn.latan
JACTHCFEIATL
slandar

pelayanan

kejaksasn Rl

i

t) Mengﬂpumalkan

=-n ET.F!FIE'—.ITL

pelayanan publils

unit  lkerja
Berdasarkan

Jaksa ApUng

slatndar
pada

Hefalksaan

Peraluran

Moror

PER-011/AMJAOG/2013

tentang
Pelayanan
Kcjaksaan
Indonesia.
2 Rewvisi
Arung  Nomoer

Slandar
Publik
Eepublik

Peratuwran Jeksa

PER-

011/ AfJASOG 2013

lentang

FPelayanan
Kejulisaan
Indonesia.

3] Mengevaluasi

Standar
Fublil:
Republik

dan

4]

]

&)

monitoting

menpembanghan  standar

elayanan publik.

Meningkatlan  kualitas
pada  wnebsite
(Infografis,

pelayanan
Kejalksanutl,
wser frerdiy)-
Meningkatlkan  kapasitas
dan profcsionalisime SDM
dalam tnelaksanakan
peleyanan puhlik.
(Mclakulkan l'elatihan unit
Echuinasan untnl
seluriih asisten intel jpada
Kejati selurnh Indonesia).
Mcninglathkan
dan evatuasi

sistemn
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terhadap ltincOa
pelayanan pablhk.

71 Mclakukan rluaplilersi
inovasi pelayanan publik

. vang telah hberhust]
i mernbetikan pelayanan
publik terbaik.

b. Transparansi 1} Memirsrikan akacs publik
(B g FUSITEE dalarn - pengamhbilan
kebijakan hulmm. kchijalkan hukum.

2 Memberikan kemunghkinatr
masulkann  dari  publik
dalam pengambilati
Lebijakean huloam.

C. AGEMNDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI ANGGARAN REE

Rencana aksi pricritas yang menjadi kunel pelaksanaan RBK dapat

dijelasian sebagai beriloar;

L.

Pelaksanaan program SIMKARL dinildd telah mempermnudah cvaltiesi
dan legintan moenitoring yang dilakukan cleh pimpinan satuan keima
srcara Detjenjang wuna meningkaetlan pelaksanan tugas dan funpgst
pokok Kejadssaan, vang didalam praktelmys setiap ponanganan perkara
dimasukan kedolam data baze SIMKART secara ONLINE,

Disamping itu dalam meningkatkan lualitas propram  STMKARL
Kejaksaan teleh membuat reancang bangun arsitelotur Teknologl
Informasi dan Komunikasi {TIK) Kgjgkssan untuk 5 Tehun kedepan
dalsm bentuk IT Puepring/ T Masterplon Kojaksaan Tahun 2015 s.d.
201% yang telah diluncurkan pada tanggel 29 Desember 2014, salah
sahinya memuat rencuna pembangunan “SIMKART NEW GENERATION
(SIMEARL-NG™ yang diharapkan dapat mewndkan sistem infornasi
Kejaksaan yang mampu menjadi nstuamen penunjang  Kejalcszat
dalam mewujudkan supremasi hukum yeny lebih transpamn, cepat dar
almintabel, Oleh kurena itu, pelaksanaan RBK juga akan mendorong
poortas pelaksanaan seluruh kegiatan yang termuat dalamn [ IT
Masterplon Kejaksaan Tahun 2015 a.d. 2010 tersebuc.
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Denpan mengitgal pasal 1 angla 6 hwulf a4 Undang-Undang Nomor B
Tahun 1931 tentang Huloim Acara Pidana, Kojaksaan meorlpaian sato-
satumid lernbags pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan
vang [eleh Lerleluatan hukom tetap (execufive ambienraar). Oleh
karena i, Kejalsnon jups merupsakan embwps  yang  diberikan
kewenangan untuk melakuken lala kelola penerimaan deoda tilang

..}ra_ng termasuk kelompok PNEP sehapgaimane pasal 2 Ayar {1} huruf ¢

UU Mo, 20 Tahun 1997,

Bahwa peperimaan pombayaran denda tilang merapakan salah satul
pelaksanasn tagas Kejakszan yang langsung bersentuban dengan
masyarakat, oleh karenanya program  RRE Hejaksaan  akan
mempriodtaskan kemudahan dalam pembayaten  tilang, utamanya
terhadap tilang yang dipitus verstek, melalui cara on-fine, pembukaan
loket pembayaran i Kantor - Hejan,/Keeamatan/Kelurahan, dan
kclervediaan Mobil Keliling kbusus. Dengan demikizn diharapkan akan
tejadi peningkatan PNBP deri denda tilang sckaligus memudahiun
masyarakat dalamn melaltukan pembayaran.

Balah satu-peluksanaen tugas dalam melaksanakan penetapan hakim
den putusan pengadilan yang telah  berkekuatan hukin  tetap
[executive ambtonans adalah pengembalian barang bukti. Hal tersetad
menjadi prioritas dikémnakan masyarakat peocari keadilan scringkall
mencmui  kesulitan untulk mendapatkan barang bukidnya kembali,
mengingat proses pidans seringkeli memakan waklu yang lama,
schingga pepgernbalian barang bukll menjadi prieritas Kefaksaam,
aritara [3.1:_1'1 dengan mengantarkan sccars langsung barang bukt kepada
vang herhalk. _

Salah satn langkah Kejaksaan dalam membengun budaya hukum
adalah dengan melaksaoakan program Jakss Masuk Sekolah (JM3) di
sekolah-sckolah  dan  pergaruan  tinggl  yang  bertujuan  untuk
menciptakan generasi muda yang sadar hukmn, Hal imi penting,
mengingat generasi muda merupakan  generasi  penerus cita-cita
batigsa.

Denpan diberlakukannya Masyaralkat Ekonomi Asean (MEA]) di kawasan
Asia Tcoggara, maka peran Kejaksaon di Bidang Perdata dan Tata
Usabn Nepara (DATUN) senalin meningkat. Oleh karcnanys da_lam
metinglatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungei DATUN, yang
menjadi prioritas R adalah mewujudlan pelayamnan hulorm  feram
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dialog hultum melalui media eleldronik, media celuk mutpiln sarata
lainoy:a.

Ptlakﬁaﬁaan tugas Kejakanan di Bidung Piduns salah satunya cerkait
dengan tugss menghadirkan sales] baik dalam poraidangan maupun
dalam proscs penyiditan. [ sisi lain, kehadian st:_l:fap Orang vang
menjadi saksi schapaimana ditentukan dalam U menjadi suato
kewajiban, Oleh kareno itu, dalam rangks meningkatan pelayatan
kepada saksi, maka KB .Ktjal{saan memprinritaskan  peningkatan
pelayanan kepada salesi.

Pusei Pemulihan Asst (PPA] menyclengeeralkan Call Cerder [ SMS
Cenfer pemulihan  aset untuk  memudahkan masyarakat  den
stakeholder mendapatkan informasi pengembalian urang ranipasan.
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Road Map Reformesi Rirokrasi Kejaksaan Ri disusun dengan upaya kerja
kerns Seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses dislcusi yang panjang dan
berbagal pertetnuan  pleno  yang  banyak memberikan mastikan bagi
kesempurnasn rencana yang disusun. Nemun demikian, kerja keras belum
berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan
yang sebenarmya bar dimulai padu seat implementasi berbagai rencana ymg
tolah disusun dalam dolumen ini. Denpgan kata lain, perlu dilslakan npaya
vang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan tijuan reformast birokrasi di

Kejaksaan RI.
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